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Pendahuluan 

Perkembangan teknologi pada zaman sekarang sangat cepat terutama perkembangan pada bidang 

perdagangan digital, sebab pola pikir masyarakat pada saat ini perlahan berubah seiring 

perkembangan zaman. Pada saat ini NFT banyak digunakan oleh para seniman untuk menjual 

karya-karyanya dalam bentuk digital. Non-Fungible  Token (NFT) merupakan suatu aset digital 

yang didalamnya mencatat transaksi serta terdapat kode unik antar    satu sama lain yang berada 

pada teknologi blockchain. Aset digital NFT yaitu karya seni lukisan, animasi, foto, video, gambar, 

musik, tanda tangan, tiket acara, dan karya kreatif lainnya.[1] 

 

Transaksi yang dilakukan oleh pembuat karya dalam jual beli karya menggunakan NFT dapat 

menimbulkan implikasi hukum karena transaksi dalam NFT akan terjadi pembagian hak yaitu hak 

cipta. Saat menggunakan NFT untuk penjualan hak reproduksi karya seni, penting untuk 

memastikan bahwa penjual atau seniman memiliki hak cipta yang sah atas karya yang akan dijual. 

Jika seniman bukan pemilik hak cipta, penjualan NFT dapat melanggar hak kekayaan intelektual 

dari pemilik asli. 
 

Tulisan utama 

Seniman digital dapat membuat NFT untuk dijual, ditukar, dan membeli karya seni unik. Seiring 

meningkatnya penggunaan NFT dalam kepemilikan aset digital, pelanggaran hak cipta sering 

terjadi. NFT telah menunjukkan potensinya untuk mengubah cara manusia untuk berpikir 

mengenai kepemilikan dan monetasi aset digital dan prevalensinya yang dapat memungkinkan 

meningkat di tahun-tahun selanjutnya.[2] Setiap aset NFT hanya dapat dimiliki oleh satu orang 

pada satu waktu dan disimpan dengan aman dalam system blockchain, sehingga tidak ada yang 

dapat mengubah menghapus atau mencuri catatan kepemilikan tersebut.  

 

Sistem yang mendasari NFT ini adalah sistem blockchain yang menyimpan data transaksi digital 

yang tidak disimpan oleh pihak ketiga.[3] Mengenai perlindungan karya seni NFT, seniman 

diberikan hak kekayaan intelektual, karya mereka adalah karya yang memiliki hak eksklusif atas 

seni ini. Karya yang dijual sebagai barang NFT memiliki hak cipta, sehingga seniman yang 

menciptakan karya dan pemilik hak memiliki hak eksklusif, yang terbagi menjadi hak moral dan 

hak ekonomi.[4] 

 

Penggunaan NFT (Non-Fungible Token) dalam penjualan hak reproduksi karya seni yang sudah 

ada telah memunculkan beberapa implikasi hukum dan etika yang perlu dipertimbangkan. 

Penggunaan NFT dapat memungkinkan transfer hak secara digital. Namun, dalam beberapa 

yurisdiksi, transfer hak reproduksi karya seni mungkin memerlukan perjanjian tertulis atau 

tindakan formal lainnya yang tidak dapat sepenuhnya dilakukan melalui NFT.[5] Oleh karena itu, 

perlu memastikan bahwa transfer hak dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. 

 

Penggunaan NFT dalam penjualan hak reproduksi karya seni dapat memunculkan pertanyaan etika 

terkait kepemilikan karya seni dan konservasi. Misalnya, beberapa orang berpendapat bahwa 



dengan adanya NFT, seseorang bisa memiliki hak digital atas karya seni yang ada, sementara karya 

fisiknya masih dimiliki oleh orang lain. Proses penciptaan dan perdagangan NFT melibatkan 

penggunaan energi yang signifikan dan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Hal ini 

mengundang pertanyaan etika mengenai dampak lingkungan dari penggunaan NFT dalam 

penjualan karya seni. 

 

Simpulan  

Pertimbangan etika juga melibatkan pertanyaan tentang transparansi, perlindungan hak kekayaan 

intelektual, dan adilnya kompensasi bagi para seniman yang terlibat. Dalam konteks penggunaan 

NFT, perlu diperhatikan bagaimana royalti atau kompensasi diberikan kepada seniman asli, 

terutama jika mereka tidak terlibat secara langsung dalam penjualan NFT. Dalam hal penggunaan 

NFT, penting untuk mematuhi hukum kekayaan intelektual yang berlaku dan mempertimbangkan 

implikasi etika yang berkaitan dengan kepemilikan, lingkungan, dan penghargaan pada seniman. 

Perlu juga diingat bahwa implikasi hukum dan etika dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi 

yang berlaku, sehingga penting untuk memahami dan mematuhi hukum setempat serta melibatkan 

dialog etis dalam penggunaan NFT dalam penjualan hak reproduksi karya seni. 
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